
 
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR 470 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 

  KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN  

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  

DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024  

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam 

pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara  

Desa Balang Butung, Kecamatan Buki pada Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

   b.  bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa 

setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan 

bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan 

pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, 

memberikan kepastian hukum, dan mengatasi 

stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna 

kemanfaatan dan kepentingan umum; 

  c. bahwa berdasarkan Keputusan Camat Buki Nomor : 

03.a/V/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan 

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan 

Suara (PPS) Desa Balang Butung, Kecamatan Buki, 
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Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 

2024;    

  d, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan 

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten 

Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;  

 

Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  2.  Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); 
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  3.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

  4.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan 

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); 

  5.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan 

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 

tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc 

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 

  6.  Keputusan Camat Buki Nomor : 03.a/V/TAHUN 2024 

tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat 

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Balang Butung, 

Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar pada 
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Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 

2024; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG 

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN 

SUARA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK 

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN 

WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024. 

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara 

Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan 

pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat 

desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas 

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 

dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan 

Wakil Walikota pada Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2024. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, 
 

 
 

 
 

Andi Ruslam Idrus 

KEEMPAT :  Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung 

sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 

Januari 2025. 

 

Ditetapkan di Benteng 
Pada tanggal 30 Juni 2024 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, 

 

   ttd. 

  

       ANDI DEWANTARA

jdih.kpu.go.id/sulsel/kepulauanselayar



 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, 
 

 
 

 
 

Andi Ruslam Idrus 

LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN 

SELAYAR NOMOR 470 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN 

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN 

KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL 

WALIKOTA TAHUN 2024  

 

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN  

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024  
 

NO NAMA 
JENIS 

KELAMIN 
KELURAHAN/DESA KECAMATAN JABATAN 

I KECAMATAN BUKI 

1. Andi Nur Takwa L Balang Butung Buki Sekretaris  

2. Nur Adhayani P Balang Butung Buki Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 

3. Nadia Ismawati Putri P Balang Butung Buki 
Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu, Patisipasi, 

Hubungan Masyarakat dan Hukum  

 

  Benteng, 30 Juni 2024 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, 
 

      ttd. 

          ANDI DEWANTARA 

jdih.kpu.go.id/sulsel/kepulauanselayar


